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BIIPATI PT'RtrTORF^'O
PROVINSI JAUIA TINGAH

PERATURAN BUPATI PURWORF^TO
NOMORITfAHUN ?.ozt

TEI{TANG

PEMBENTUKAIY, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER.IA SATUAN

PENDIDIKAN SEKOI,AH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PURWORF^IO,

bahwa unhrk melaksanakan ketentrran Pasal 5
Perattrran Daerah Kabupaten Rrnnrorejo Nomor 4
Tahun 2O2L tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daeratr Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peratrrran Bupati tentarrg Pembenttrkan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi
serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Sekolatr Menengah
Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
I(abupaten Rrrworejo

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgZ),
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor l l Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Dalam Peraturan Bupati ini,
1. Daerah adalah I(abupaten

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tal:un 2o.16 Nomor tl4,
Tambahan l-mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebogai'nana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tsntarrg Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah l(abupaten Purrvorejo (Iembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Nomor 4).

PERATURAN BUPATI TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN
PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Bu
pemerintahan daerah yang

pati sebagai unsur

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
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4. Dinas dan yang selanjutnYa dis'ebut
dan KebudaYaan Kabupaten

DINDIKBUD,
Pursorejo.

5. Kepala Dinas

adalah Dinas Pendidikan

dan KebudaYaan Yang selanjutnYa disebut

Kepala DINDIKBUD, adalah KePala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan
6. Sekolah Menengah Pertama Yang selanjutnya disingtrat SMP, adalah

salah satu bentuk Satuan formal yang

Lunl]m pada JCNJ ang dasar sebagai lanjutan

dari SD, MI, atau bentuk lain Yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar Yang diakui sama atau setara SD atau MI.
Pertama YangT.l(epala Satuan Sekolah

disebut KePala, adalah KePala Satuan

Sekolah Menengah Pertama Pada DINDIKBUD.

8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawar pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja Pada

instansi
9. Jabatan Fungsional adalah sekelomPok jabatan Yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelaYanan fungsional Yang berdasarkan

pada keahlian dan tertentu.
10. Pejabat adatah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang

menduduki Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerin tah.

ll.Jabatan Pelaksana adalah pegawar Aparatur Sipil Negara Yang
jawab kegiatan pelayanan publik serta

pemerlntahan dan pem

12. KelomPok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawar yang

untuk administrasi Pada satuan

sesuai dengan bidang

BAB II

, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FI''NGSI

Bagan Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan BuPati ini dibentuk Satuan Pendidikan Sekolah

Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

berikut:
1. SMPNegeri 1 Purworejo;
2. SMP Negeri 2 Purworejo;
3. SMP Negeri 3 Purworejo;
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4. SMP Negeri 4 Purworejo;
5. SMP Negeri 5 Purworejo;
6. SMP Negeri 6 Purworejo;
7. SMP Negeri 7 Pur:rrorejo;
8. SMP Negeri 8 Purrorejo;
9. SMP Negeri 9 Purworejo;
10. SMP Negeri 1O Purworejo;
11. SMPNegeri 11 Purworejo;
12. SMP Negeri 12 Purvorejo;
13. SMP Negeri 13 Purworejo;
14. SMP Negeri 14 Punrzorejo;
15. SMP Negeri 15 Pur:worejo;
16. SMP Negeri 16 Purworejo;
17. SMP Negeri 17 Purworejo;
18. SMP Negeri 18 Purworejo;
19. SMP Negeri 19 Purworejo;
20. SMP Negeri 2O Purworejo;
21. SMP Negeri 21 Purworejo;
22. SMP Negeri 22 Purworejo;
23. SMP Negeri 23 Punvorejo;
24. SMP Negeri 24 Purworejo;
25. SMP Negeri 25 Purworejo;
26. SMP Negeri 26 Purworejo;
27. SMP Negeri 27 Purworejo;
28. SMP Negeri 28 Purworejo;
29. SMP Negeri 29 Purworejo;
30. SMP Negeri 3O Purworejo;
31. SMP Negeri 31 Purworejo;
32. SMP Negeri 32 Purworejo;
33. SMP Negeri 33 Purworejo;
34. SMPNegeri 34 Purworejo;
35. SMP Negeri 35 Purworejo;
36. SMP Negeri 36 Purworejo;
37. SMP Negeri 37 Purworejo;
38. SMP Negeri 38 Purworejo;
39. SMP Negeri 39 Purworejo;
40. SMP Negeri 4O Purworejo;
41. SMP Negeri 41 Purworejo;
42. SMPNegeri42 Purworejo; dan
43. SMP Negeri 43 Pumrorejo.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

(2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
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Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga)
tingkatan kelas yang terdiri atas:
a. kelas 7 (tujuh);
b. kelas 8 (delapan); dan
c. kelas 9 (sembilan).

Bagran Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, SMP
menyelenggarakan fu ngsi:
a. pelaksanaan pendidikan;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik'

Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
c. pelaksanaan administrasi; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

DINDIKBUD sesuai dengan tuga.s dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagan Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Jabatan Fungsional; dan
d. Jabatan Pelaksana

(2) Bagan Organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan ba.gan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini.
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Pasal 7

Kepala memprrnyai tugas melaksanakan tugas manajerial,
pengembangan kewirausahaan, dan supenrisi kepada guru dan tenaga
kependidikan.

Bagian Kedua
Kepala

Bagian Ketiga
Wakil Kepala

Pasal 8

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

(1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (1) huruf b
pding banyak 3 (tiga) orang.

(2) Wakil Kepala sebggaimana dimaksud pa.da ayat (1) melaksanakan
tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan
sa.rana dan prasarana, dan administrasi SMP.

Pasal 9

(1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1)
huruf c berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada
SMP

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepa.da Kepala.

(3) Jabatan Fungsional, terdiri atas:
a. guru; dan
b. pustakawan.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilalrukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 1O

(1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi pada SMP sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aye't (1)'
jabatan pelaksana menyelenggaral<an fungsi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB TV

TATA KER.IA

Pasal 11

Kepala, Wakil Kepala, dan Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan
Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berLaku dan kebljakan yang ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 12

Kepala, \tlakil Kepala, Jabatan Ftrngsional, dan Kelompok Jabatan
Felaksana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepda, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SMP yang
bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan
tugas SMP yang berkaitan dengan ttrgas dan fungsi Camat, harus
dikoordinasikan dengan Camat setempat.
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(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan
Fungsional dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubrrngan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala dari
bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam pen5rusunan
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan

Pasal 14

(1) Kepala dan Wakil Kepala jawab dalam
dan nn:rm serta pettrnjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahan

(2) Kepala, Wakil
wajib mengiku

Kepala, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional
ti dan mematutri petunjuk dan jawab

pada atasan masing-masing serta laporan tepat
wakhr.

kepada bawahan.

BAB V

KEPEGA\T'AIAN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat
Purworejo
Susunan
Pelaksana
dan
Punrorejo
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Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggal 1 Januari2O22.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di : Purworejo
pada tanggal :4 tq,t-f.F a2t

BUPATI PURWORE.'O,'

(acus BASTTAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS PURWORE.IO,

(l SAID ROMADHON

BERITA DAERAH IGBUPATEN PURWORE.IO
TAHUN a.2I NOMORI"SERII NOMOR 
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURIVORE"IO
NOMORII'IAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOI,AH MENENGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURIIIORBJO

t BUPATI PURWOREIO,

AGUS BASTIAN
10

n u o

n -l n

KEPAI"A

WAKIL KEPAI,A

KELOMPOKJABATAN
PEI.AKSANA

JABATAN FUNGSIONAL
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